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YOSEP BATARA RANTETAMPANG (B111 08 423), dengan judul 
skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian 
Pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong” (Studi Kasus di Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2011-2012), dibawah bimbingan Muhadar sebagai 
pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M. sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab serta upaya 
penanggulangan terjadinya tindak pidana perjudian pada Tradisi 
Ma’pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara. 
Penelitian ini dilakukan pada wilayah adat Toraja khususnya di 
Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rantepao. Adapun metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut melalui 
dokumentasi dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang 
memiliki relevansi dengan masalah penelitian, wawancara (interview) 
secara langsung dan terbuka terhadap narasumber, serta observasi 
dengan langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (observer 
partisipatif). Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif 
dan kuantitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya denga penelitian ini.  
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, terjadinya tindak pidana 
perjudian pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Adu Kerbau) disebabkan oleh 
faktor ekonomi,  kesempatan, kesenangan (hobby), serta salah persepsi 
terhadap judi yang dianggap sebagai budaya. Berdasarkan faktor 
penyebabnya, maka diperlukan upaya penanggulangan preventif dan 
represif secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta 
berkesinambungan. Upaya preventif tersebut antara lain: peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat; peningkatan kesadaran hukum 
masyarakat melalui penyuluhan; melakukan koordinasi dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Tradisi Ma’pasilaga Tedong; perlindungan 
kebudayaan lokal melalui peraturan daerah; serta peningkatan kualitas 
moral individu. Setelah melakukan upaya preventif namun masih terjadi 
perjudian pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong maka langkah selanjutnya 
adalah upaya represif, yaitu: melakukan penangkapan, penggeledahan, 
penyitaan, dan penahanan; melakukan penyelidikan; melakukan 
penyidikan; melakukan penuntutan dan pemberian sanksi; serta 
pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku perjudian pada Tradisi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Budaya merupakan tolok ukur peradaban sebuah bangsa. 
Penghormatan terhadap budaya merupakan bagian kebesaran 
sebuah bangsa.  
Pada hakikatnya, kebudayaaan merupakan hasil cipta, rasa dan 
karsa yang diwariskan oleh para leluhur. Oleh karena itu, perlu untuk 
dilestarikan serta dipertahankan. Dengan Kebudayaan yang kuat, jati 
diri bangsa akan menjadi kuat pula. Selain itu keragaman budaya 
Indonesia merupakan modal besar untuk membawa bangsa ini maju 
sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Untuk itu modal yang 
besar  tersebut perlu dimaksimalkan melalui gerakan memberdayakan 
potensi budaya sebagai sarana kemajuan bangsa.1  
Menilik pada sejarah,  Indonesia adalah bangsa yang terbangun 
dari kumpulan berbagai latar belakang keberagaman dengan 
Semboyan  "Bhinneka tunggal ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu). 
Prinsip tersebut  berarti keberagaman yang membentuk negara 
Indonesia. Konsep “bangsa yang satu” telah dipopulerkan sejak era 
pemerintahan Soekarno, dan pada era Soeharto diterjemahkan 





melalui politik “asas tunggal” yang menekankan homogenitas 
masyarakat.2 
Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat 
dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat 
majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat 
Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat 
kewilayahan yang merupakan pertemuan-pertemuan dengan 
kebudayaan luar sehingga mempengaruhi proses asimilasi 
kebudayaan yang ada.3  
Merujuk pada Konvensi UNESCO 2005 (Convention on The 
Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions), 
cultural diversity  atau keragaman budaya diartikan sebagai kekayaan 
budaya yang dilihat sebagai cara yang ada dalam kebudayaan 
kelompok atau masyarakat untuk mengungkapkan ekspresinya.4 
Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 
juga memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk 
kebudayaan. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat 
adat termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil 




4 konvensi UNESCO 2005 (Convention on The Protection and Promotion of The Diversity 
of Cultural Expressions) 
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amandemen). dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945) ditegaskan bahwa : 
Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang. 
 
Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat adalah Pasal 
28i ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban.  
Perwujudan kebudayaan berupa perilaku dan benda-benda yang 
bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 
organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan 
untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 
bermasyarakat.5  
Tradisi merupakan salah satu bagian dari perwujudan 
kebudayaan. Tradisi adalah bagian dari kehidupan suatu kelompok 
masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan diwariskan secara  
turun-temurun serta dilaksanakan secara terus-menerus. Setiap  
tradisi adat pada kelompok masyarakat yang satu tentu akan berbeda 
dengan kelompok masyarakat yang lain akan tetapi masing-masing 
memiliki kepercayaan bahwa adat yang dianut  mengandung nilai-nilai 
                                                          
5 Budaya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas id.wikipedia.org/wiki/Budaya 
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tertentu yang baik serta dianggap sakral. Oleh karena itu patut untuk 
dipertahankan serta diteruskan dari generasi ke generasi.  
Salah satu tradisi yang turut mewarnai keberagaman budaya 
nusantara yaitu tradisi Ma’pasilaga Tedong dari masyarakat adat 
Toraja. Tradisi Ma’pasilaga Tedong dalam bahasa Indonesia berarti 
“adu kerbau” (Ma’pasilaga = mengadu, Tedong = Kerbau).  
Tradisi Ma’pasilaga Tedong  yang selanjutnya disebut adu kerbau 
adalah salah satu bagian dalam rangkaian upacara pemakaman adat 
suku Toraja (Rambu Solo'). Upacara pemakaman adat masyarakat 
Toraja bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang 
yang meninggal dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada 
keabadian bersama para leluhur di sebuah tempat peristirahatan yang 
disebut dengan Puya (surga)6 
Ma’pasilaga Tedong (adu kerbau) mengandung makna yang 
menggambarkan status sosial berdasarkan pada keturunan atau 
kedudukan seseorang yang telah meninggal. Oleh karena itu, tidak 
semua upacara pemakaman adat dapat melangsungkan tradisi 
tersebut, hanya bagi yang berstatus sosial menengah hingga 
bangsawan (To Parengnge’ atau Puang). Bagi masyarakat Toraja, 
kerbau merupakan hewan yang dianggap paling tinggi derajatnya, 
sehingga memiliki posisi istimewa serta menjadi salah satu simbol 
kemakmuran dalam upacara adat.  





Dalam Tradisi Adu Kerbau, selain melaksanakan ritual adat, acara 
ini di langsungkan untuk memberikan penghiburan kepada keluarga 
mendiang serta kepada para tamu yang hadir. Pelaksanaan tradisi ini 
pada sebuah arena atau tempat yang biasanya berada tidak jauh dari 
lokasi upacara pemakaman.  
Namun seiring berjalannya waktu, justru acara ini di jadikan ajang 
judi. Para pelaku adalah adalah dari kalangan penonton serta kadang 
kala pemilik kerbau itu sendiri. Bentuk permainan judi yang digunakan 
kurang lebih sama dengan permainan judi pada umumnya, yaitu 
dengan modus bertaruh atas hewan yang sementara diadu. Mereka 
mencoba peruntungan dengan cara mempertaruhkan harta benda 
(biasanya uang) atas hewan yang sementara diadu. Dari pertaruhan 
tersebut terdapat kemungkinan  mendapat keuntungan. 
 Bahkan akhir-akhir ini kehadiran hewan kerbau yang 
peruntukannya khusus untuk dipertarungkan (kerbau laga) turut 
mendorong perjudian adu kerbau semakin marak terjadi. Biasanya 
kerbau laga tersebut diikut sertakan pada saat terdapat tradisi adat 
adu kerbau yang diselenggarakan pada sebuah upacara pemakaman 
orang mati, tujuannya  adalah semata-mata diadu untuk 
dipertaruhkan. Salah satu contoh seperti yang diberitakan Toraja 
Cyber News tanggal 10 Januari 2012, bahwa pertaruhan kerbau laga 
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pada sebuah upacara pemakaman yang menyelenggarakan adu 
kerbau di Pangli, Toraja Utara hingga mencapai ratusan juta rupiah.7 
Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak 
terpisahkan, sementara pendukung kebudayaan adalah manusia itu 
sendiri.8 Akan tetapi terkadang kebudayaan justru di salahgunakan 
oleh manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, bahkan 
sesungguhnya bukan bagian dari kebudayaan tersebut. Seperti 
perjudian pada tradisi adu kerbau di Toraja, pihak tertentu 
memanfaatkan situasi tersebut untuk berjudi (bertaruh) atas hewan 
yang sementara diadu. 
Dalam adat Toraja, hakikat dari tradisi adu kerbau sesungguhnya 
tidak mengenal dan mengakui adanya perjudian. Hal tersebut 
bukanlah bagian dari tradisi adu kerbau.9 Oleh karena itu, perbuatan 
tersebut sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap adat, 
serta di sisi lain merupakan penyimpangan terhadap hukum positif.  
Perundang-undangan telah  memberikan rumusan yang jelas 
bahwa perjudian adalah tindak pidana. Dalam Pasal  303 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di tentukan pengertian judi, 
yaitu: 
Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di 
mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya 
                                                          
7 http://torajacybernews.com/umum/taruhan-rp150-jt-warnai-adu-kerbau-naruto-vs-
munafik-di-pangli.html 
8 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 50 
9 Karel Rantetampang, Wawancara, Tokoh Adat, Toraja, 11 November 2012 
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lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-
lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 
atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 
 
Dari ketentuan KUHP tersebut dapat dilihat bahwa dalam 
permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung 
pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran 
pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya 
pertaruhan.   
Dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa semua tindak pidana 
perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya aturan lebih teknis 
mengenai penertiban perjudian diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan 
Penertiban Perjudian. 
Ketentuan di atas menjadi dasar bagi aparatur hukum untuk 
mengambil langkah penertiban tindak pidana perjudian dalam rangka 
penegakan hukum pidana.  
Di sisi lain, menjadi ruang bagi hukum (khususnya hukum pidana) 
untuk turut mengambil andil mendorong masyarakat kembali kepada 
kebudayaan yang sesungguhnya, sehingga eksistensi keaslian 
budaya tetap terjaga. Menurut teori tentang perubahan hukum dan 
perubahan masyarakat, ada kalanya hukum yang menyesuaikan diri 
terhadap perubahan masyarakat, yakni perubahan hukum dirasakan 
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perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, 
peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, 
dengan hukum yang mengaturnya. Ada pula kalanya hukum 
membawa masyarakat berubah (a tool of social engineering) atau 
hukum sebagai alat rekayasa sosial, yakni bagaimana hukum menjadi 
faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat .10  Menurut Ahmad 
Ali, bagaimana pun kenyataannya hukum dapat ikut serta (entah 
menjadi pertama, kedua, atau keberapa pun) dalam menggerakkan 
perubahan.11  
Namun walaupun perundang-undangan telah memberikan 
rumusan yang jelas mengenai tindak pidana perjudian, akan tetapi 
dalam kasus perjudian dengan motif budaya khususnya yang terjadi 
pada tradisi adu kerbau Toraja, tidak ada langkah atau upaya 
penertiban secara konkrit dari aparat penegak hukum. Bahkan di 
beberapa kegiatan tradisi adu kerbau justru aparat kepolisian di minta 
oleh keluarga penyelenggara semata-mata hanya untuk menjaga 
situasi agar tetap kondusif serta penonton tertib dan perjudian terus 
terjadi.  
Aparatur penegak hukum khususnya pihak kepolisian belum 
mampu melihat dan memilah secara  profesional peristiwa pidana  
yang terselubung budaya (seperti pada tradisi adu kerbau Toraja), 
                                                          
10 Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, Lembaga Penerbitan Unhas, 
Ujung Pandang, 1988, hlm 47 




sehingga perjudian tersebut masih marak terjadi, serta fungsi hukum 
untuk membawa masyarakat berubah (termasuk mendorong 
masyarakat kembali kepada tradisi atau budaya yang sesungguhnya)  
tidak terwujud. 
Rupanya keberadaan peraturan perundang-undangan baru hanya 
sekedar sebagai simbol. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa 
kehadiran hukum belum mampu diterapkan secara menyeluruh 
terhadap berbagai fenomena tingkah laku yang terjadi didalam 
masyarakat.  
Untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal,  yang perlu 
untuk dibenahi bukan hanya pada aturan hukum saja tetapi lebih dari 
itu adalah aparatur penegak hukum yang berkualitas sehingga 
kehadiran hukum dapat memberi kepastian, kemanfaatan, serta 
keadilan.  
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis  tertarik 
mengkaji dalam skripsi dengan judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada 
Tradisi Ma’pasilaga Tedong”  







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian pada 
tradisi Ma’pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perjudian 
pada tradisi Ma’pasilaga Tedong di  Kabupaten Toraja Utara? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
perjudian pada tradisi Ma’pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja 
Utara. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian 











Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana 
seiring munculnya berbagai bentuk dan modus tindak pidana, 
khususnya tindak pidana yang terselubung budaya; 
2. Menjadi pedoman atau referensi bagi seluruh akademisi Fakultas 
Hukum UNHAS khususnya bagi yang ingin mengembangkan serta 
mengkaji lebih dalam tentang budaya dan tindak pidana; 
3. Memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat khususnya 
masyarakat Toraja untuk tidak menyertakan tindak pidana 
perjudian pada tradisi, serta mendorong masyarakat untuk 
kembali melaksanakan dan mempertahankan keaslian tradisi 
(budaya) 
4. Memberi sumbangan ilmu bagi penulis, untuk melangkah 


























1. Pengertian Kriminologi 
Menurut P. Topinard (1980-1911) seorang antropolog 
Perancis, kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti 
kejahatan atau penjahat, dan “Logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan; maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan atau penjahat.12 
Adapun beberapa tokoh yang memberikan definisi tentang 
kriminologi, antara lain sebagai berikut : 
a. Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai 
keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan 
perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of 
knowledge regarding crime as a sosial phenomenon).13 
b. Sebagaimana dikutip oleh T. Effendi (2009:3), 
Manheimm melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, 
yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas 
ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari 
penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan 
kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan 
tindakan yang bersifat non punitif, sedangkan dalam arti 
sempit kriminologi hanya mempelajari tentang 
kejahatan. Oleh karena mempelajari kejahatan, maka 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
deskriptif, kausalitas, dan normatif. 
c. Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah 
“ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-
                                                          
12 Yesmil A. & Adang “Kriminologi”, Refika Aditama, Bandung, 2010 
13 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, “Kriminologi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2001, hlm. 10 
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faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat”.14 
d. WME. Noach mendefenisikan kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan 
dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab 
serta akibat-akibatnya”.15 
e. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas – luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger 
lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni 
yang mencakup :16 
1) Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (somatis). Ilmu ini memberikan 
jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 
dalam tubuhnya mempunyai tanda – tanda seperti 
apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya. 
2) Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok 
persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah 
sampai di mana letak sebab–sebab kejahatan 
dalam masyarakat. 
3) Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5) Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan 
berkembangnya hukuman.   
 
Di samping itu, terdapat kriminologi terapan yang 
berupa:17 
1) Higiene Kriminal, usaha yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. 
2) Politik Kriminal, usaha penanggulangan kejahatan 
dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini, dilihat 
sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Jadi 
tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
3) Kriminalistik, merupakan ilmu tentang pelaksanaan 




                                                          
14 Yesmil A & Adang, loc. cit  
15 Ibid.  




2. Objek Studi Kriminologi 
Menurut Wolfgang, Savitz & Johnson dalam The Sociology of 
Crime and Deliquency, objek studi kriminologi melingkupi:18 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada 
tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, 
yaitu :19  
1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2) Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
3) Harus ada perbuatan (criminal act). 
4) Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens 
rea). 
5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan 
jahat. 
6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah 
diatur dalam KUHP dengan perbuatan. 
7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam 
perbuatan tersebut. 
 
b. Pelaku kejahatan. 
Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku 
kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah 
orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum 
oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi adalah pelaku  
yang telah melakukan kejahatan. 
c. Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
                                                          
18 Ibid. hlm. 12 
19  A.S. Alam,”Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 18 
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Aliran kriminologi lahir dari pemikiran yang bertolak pada 
anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai 
kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-
kondisi struktural yang ada dalam masyarakat. Ukuran 
menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan 
oleh nilai-nilai dan norma yang dianggap sah oleh penguasa, 
melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan 
sosial.  
Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan 
baru dapat diartikan sebagi kejahatan bila perbuatan tersebut 
mendapat reaksi dari masyarakat. 
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi 
Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang 
melakukan kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh 
pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan 
lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi 
kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. 
Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai 
tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan 
rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem 
peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi 
jalannya peradilan.  
16 
 
Adapun beberapa manfaat kriminologi, antara lain :20 
a. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah 
dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan; 
b. Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk 
perundang-undangan pidana; 
c. Kriminologi (khususnya kriminologi kritis) juga dapat 
memperbaiki kinerja aparatur hukum, serta malakukan 
perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.  
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban 
manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, 
dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa 
kejahatan merupakan bayangan peradaban (crime is a 
shadow of civilization)     
Kriminologi memberikan sumbangannya dalam 
penyusunan perundang-undangan baru (proses 
kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
kejahatan (etioogi kriminal) yang pada akhirnya 
menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya 
kejahatan (criminal prevention).21 
 
Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi 
adalah sebagai “Science for the interest of the power elite” atau 
kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap 
pelaksanaan hukum pidana.22 
 
 
                                                          
20 http://lovelycules.blogspot.com/2011/12/kriminologi.html 
21 A.S. Alam, Op.cit hlm.15 
22 Yesmil A. & Adang, Op.cit hlm. 56 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian  Tindak Pidana 
Istilah Tindak pidana atau biasa juga disebut  peristiwa pidana 
atau perbuatan pidana serta pelanggaran pidana adalah sebagai 
terjemahan dari istilah bahasa belanda “strafbaar feit”. Istilah 
tindak pidana juga lazim di sebut delik (delict).  
Menurut Ahmad Ali, delik adalah pengertian umum 
tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun 
undang-undang dengan tidak membedakan apakah 
pelanggaran itu di bidang hukum privat atau pun hukum 
publik, termasuk hukum pidana.23   
 
Sementara itu pakar hukum lain yang memberikan pengertian 
tentang tindak pidana diantaranya: 
a. Simons mengemukakan strafbaar feit adalah “een 
strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband 
handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. 
Terjemahan bebasnya: perbuatan salah dan melawan 
hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab.24  
b. W.P.J Pompe, seperti yang ditulis oleh Deni Eka 
Priyantoro bahwa menurut hukum positif tindak pidana 
(strafbaat feit) adalah tidak lain daripada feit, yang 
diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang 
(volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets 
anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling 
als strafbaar in omschreven). Melawan hukum 
(wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah 
sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaat feit). 
Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya 
tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada 
orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika 
                                                          
23  Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum edisi kedua, Ghalia Indonesia, bogor, 2008, hlm. 
192 
24  C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, Pokok-pokok  Hukum Pidana, PT. Pradnya 
Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 38 
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tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe 
memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat 
dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positief 
rechtelijke. 25  
 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat 
menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau 
pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak 
pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur 
tersebut secara umum terdiri dari:26 
a. Unsur obyektif yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang 
oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum (yang dilihat 
adalah tindakannya). 
b. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat 
tidak dikehendaki oleh undang-undang (yang dilihat adalah 
pelakunya). 
Dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas, maka suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi 
                                                          
25 http://www.indoeducation.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html 




persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau 
peristiwa pidana. Syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu 
peristiwa pidana adalah:27 
1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang 
benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang; 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan 
dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai 
suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum 
yang berlaku pada saat itu; 
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Maksudnya, bahwa perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu 
dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 
disalahkan oleh ketentuan hukum; 
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu 
perbuatan yang berlawanan dengan hukum di 
maksudkan kalau tindakannya nyata-nyata 
bertentangan dengan aturan hukum; 
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya, 
kalau ada ketentuan yang mengatur  tentang larangan 
atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, 
ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.  
 
3. Klasifikasi Tindak Pidana 
Untuk memahami lebih dalam tentang tindak pidana, perlu 
diklasifikasikan atas dasar-dasar tertentu, antara lain: 
a. Menurut sistematika KUHP, dibedakan antara kejahatan 
(misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III.  
Perbedaan paling mendasar antara kejahatan dengan 
pelanggaran adalah dari segi asal-usulnya larangannya. 
                                                          
27 Ibid. Hlm.175 
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kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh semua 
kaidah (norma) sosial, sementara pelanggaran baru akan 
disebut sebagai tindak pidana  ketika telah disebut atau diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Dari segi hukuman, 
pelaku kejahatan sanksinya lebih berat (pidana penjara 
bahkan sampai pidana mati). Sementara pelanggaran 
sanksinya relatif lebih ringan (pidana kurungan atau denda). 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil 
(materieel delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti 
bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan 
perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana 
materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang 
dilarang, karena itu yang menimbulkan akibat yang dilarang 
itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.28 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana dengan 
tidak disengaja (culpose delicten). Satochid memberi 
perumusan sengaja (Belanda: opzet) sebagai melaksanakan 




suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk 
berbuat atau bertindak.29  
Dalam ilmu hukum pidana, sengaja (dolus) dibedakan 
atas tiga gradasi:30 
1) Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai 
dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk); 
2) Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan 
atau akibat perbuatannya (opzet bij 
zekerheidsbewustzijn); 
3) Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan 
tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn).  
Perbuatan yang tidak disengaja di sebut juga culpa (lalai). 
Dalam pengetahuan ilmu hukum mempunyai arti teknis yaitu 
suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati 
sehingga tidak disengaja sesuatu terjadi.  
Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua 
unsur yaitu:31 
1) Kemungkinan pendugaan terhadap akibat. 
2) Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat 
atau tidak diperbuat. 
 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
                                                          
29 C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, op. cit., Hlm 51 
30 ibid. hlm. 52 
31 Ibid. hlm. 55 
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komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, 
disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis). 
Delicta commissionis adalah delik yang terjadi karena 
berbuat atau melakukan sesuatu, seperti pembunuhan dan 
lain-lain.  
Delicta omissionis adalah delik yang terjadi kerena tidak 
berbuat sesuatu padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuannya wajib berbuat sesuatu, 
misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong (Bab XV 
KUHP) 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum (seperti; pencurian, perjudian di atur dalam 
KUHP) dan tindak pidana khusus (seperti; korupsi diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terorisme diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). 
g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa 
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saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh 
orang memiliki kualitas pribadi tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten). 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok 
(eencoudige delicten), tindak pidana yang diperberat 
(gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligieerde delicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan 
lain sebagainya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal 








1. Pengertian Judi 
Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang 
berharga sebagai taruhan.32 
Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu 
mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, 
dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu 
pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan 
dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.  
Perjudian adalah permainan ketika pemain bertaruh untuk 
memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu 
pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah 
taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. 
Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan 
dimulai.33   
Pengertian judi secara yuridis dapat dilihat pada ketentuan 
Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: 
yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, 
dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 
pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk 
segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka 
yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya. 
 
                                                          
32 http://kamusbahasaindonesia.org/judi/mirip#ixzz2Cetp6zXT 




2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian 
Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang 
manunggal dengan kejahatan. Oleh karena itu,  negara 
melakukan segala bentuk upaya penertiban jenis perjudian serta 
melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian sampai 
lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke 
penghapusan, yaitu dengan mengeluarkan produk perundang-
undangan yang menyatakan bahwa perjudian adalah sebagai 
tindak pidana. 
Perundang-undangan yang mengatur tentang tidak pidana 
perjudian, yaitu: 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Pasal 303 ayat (1), 
(2), (3) dan 303 bis; 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 
tentang  Penertiban Perjudian (UU no. 7 Tahun 1974); 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No. 9 
Tahun 1981). 
Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan  
bahwa barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang 
diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan atau 
barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir 
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jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali 
kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi 
izin untuk mengadakan perjudian itu (Pasal 303 bis KUHP).  
Dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian, Tindak pidana perjudian  lebih dipertegas sebagai  
kejahatan (Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974). Selain dari perubahan 
statusnya sebagai kejahatan, ancaman hukuman tindak pidana 
perjudian juga lebih diperberat dengan mengubah sebutan Pasal 
542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP. Walaupun status dan 
ancaman hukuman lebih diperberat namun substansi tindak 
pidana perjudian kurang lebih sama dengan pengertian tindak 
pidana menurut Pasal 303 KUHP yaitu  tanpa mendapat izin 
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau 
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan 
atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja 
turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 
mempedulikan dalam menggunakan kesempatan tersebut 
diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-
cara.34 





Pada Tanggal 28 Maret 1981 pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 
Penertiban perjudian. Berdasarkan peraturan tersebut maka izin 
perjudian dari otoritas dicabut serta tidak ada lagi pemberian izin 
terhadap hal tersebut.35 Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 yang menentukan 
bahwa: 
(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan 
jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang 
diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat 
keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-
alasan lain. 
(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 
31 Maret 1981. 
 
 
3. Unsur-unsur Perjudian 
 Berdasarkan pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) 
KUHP, maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat 
dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur :36 
a. Permainan  perlombaan. Perbuatan yang dilakukan 
biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi 
dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau 
kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna 
menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini 
para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. 
Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang 
yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan 
atau perlombaan. 





b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan 
permainan atau perlombaan ini lebih banyak 
digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau 
untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang 
diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran 
pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.  
c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini 
ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain 
atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta 
benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja 
ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. 
Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk 
menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut 
sebagai judi atau bukan.  
 
4. Jenis-Jenis Perjudian 
Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: 
a. perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, 
Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, 
Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si 
Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu 
ayam pada sasaran atau papan yang berputar 
(Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe 
serta Kiu-Kiu. 
b. perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar 
paser /bulu ayam pada sasaran atau papan yang 
berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), 
kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak 
berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, 
adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu 
anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek. 
c. perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri 
dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, 




D. Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Adu Kerbau) Toraja 
1. Makna dan Tujuan Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Adu Kerbau) 
Dalam Upacara Pemakaman Adat Toraja 
 
Toraja merupakan salah satu suku yang memiliki beragam 
adat-istiadat yang unik dan menarik serta mengandung berbagai 
makna filosofis. Salah satu adat-istiadat dalam masyarakat Toraja 
adalah upacara pemakaman adat (Rambu Solo'). 
Upacara adat pemakaman masyarakat Toraja bertujuan untuk 
menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal 
dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama 
para leluhurnya di sebuah tempat peristirahatan yang disebut 
dengan Puya (surga). Konon terletak di bagian selatan tempat 
tinggal manusia.37 
Upacara ini sering juga disebut upacara penyempurnaan 
kematian. Dikatakan demikian, karena orang yang meninggal baru 
dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara 
ini digenapi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut 
hanya dianggap sebagai orang “sakit” atau “lemah”, sehingga tetap 
diperlakukan seperti halnya orang hidup, yaitu dibaringkan di 
tempat tidur dan diberi hidangan makanan dan minuman, bahkan 
selalu diajak berbicara. Oleh karena itu, masyarakat Toraja 
menganggap upacara ini sangat penting, karena kesempurnaan 






upacara ini akan menentukan posisi arwah orang yang meninggal 
tersebut, yaitu sebagai arwah gentayangan (bombo), arwah yang 
mencapai tingkat dewa (to-membali puang), atau menjadi dewa 
pelindung (deata). Dalam konteks ini, upacara Rambu Solo' 
menjadi sebuah kewajiban, sehingga dengan cara apapun 
masyarakat Toraja akan mengadakannnya sebagai bentuk 
pengabdian kepada orang tua mereka yang meninggal dunia.38 
Dalam upacara pemakaman adat Toraja, tersusun berbagai 
ritual adat termasuk salah satu diantaranya adalah tradisi 
Ma’pasilaga Tedong (Adu Kerbau). Tradisi Adu Kerbau 
mengandung makna yang menggambarkan bahwa orang yang 
meninggal adalah dari kalangan yang berstatus puang atau to 
parengnge’ (bangsawan). Bangsawan dalam masyarakat adat 
Toraja terbagi tiga yaitu To Barani (pemberani), To Manarang 
(kaum Intelektual), dan To Sugi’ (Orang kaya). Oleh karena itu tidak 
semua upacara pemakaman di Toraja dapat melangsungkan tradisi 






                                                          
38 http://kabar-toraja.com/humaniora/kebudayaan/1182-rambu-solo-upacara-adat-
penghimpun-masyarakat-toraja 




Pelaksanaan Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Adu Kerbau) Pada 
Sebuah Upacara Pemakaman Adat Toraja 
 
 
Sumber: koleksi Pribadi Yandri Pong Bosu 
 
 
Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang paling 
tinggi derajatnya, sehingga memiliki posisi istimewa dan menjadi 
salah satu simbol kemakmuran dalam upacara adat Toraja. 
Kerbau-kerbau  tersebut berasal dari anak serta kerabat yang 
meninggal untuk dipersembahkan sebagai wujud kecintaan serta 
penghormatan mereka terhadap yang meninggal. 
Tujuan dari adu kerbau adalah untuk menghibur keluarga dan 
kerabat yang berduka. Karena tradisi ini cukup menarik sehingga 
cenderung di hadiri oleh berbagai kalangan. Hal ini juga karena 
tidak ada pembatasan terhadap peserta ingin menyaksikan.  
Selain untuk diadu, kerbau-kerbau tersebut akan dikurbankan 
dengan cara disembelih yang menurut kepercayaan tradisional 
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masyarakat  Toraja, untuk menemani roh yang meninggal menuju 
“Puyo” (surga).40  
Seiring perkembangan zaman, sistem kepercayaan masyarakat 
Toraja turut mengalami perubahan. Dengan masuknya ajaran 
Nasrani, masyarakat pada umumnya beralih kepercayaan dari Aluk 
Todolo (kepercayaan tradisional) ke agama Kristen Protestan dan 
Katolik. Namun walaupun demikian kebiasaan-kebiasaan 
melaksanakan adat masih tetap dipertahankan hingga saat ini 
karena mengandung nilai-nilai yang dianggap masih dibutuhkan 
dalam kehidupan masyarakat tersebut. 
2. Judi Pertaruhan Dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Adu 
Kerbau) Toraja 
 
Permainan judi merupakan salah satu bentuk penyakit 
masyarakat  yang selalu muncul dan sangat sulit diberantas dari 
masa ke masa. Pelakunya mulai dari kalangan orang tua, pemuda 
bahkan kalangan anak-anak juga ikut terlibat. Disisi lain ada pihak-
pihak tertentu yang menunjukkan bahwa judi dapat memberikan 
kontribusi untuk pembangunan apabila pemerintah menyediakan 
sarana atau lokalisasi, bahkan sempat terkabar wacana bahwa 
permainan judi akan dilegalkan, namun dampak buruk dari 
perbuatan tersebut lebih banyak. Salah satu contohnya adalah 
dapat meningkatkan tindak kriminalitas karena orang yang 
                                                          
40 Karel Rantetampang, Wawancara, Tokoh Adat, Toraja, 11 November 2012  
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bersangkutan akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan 
uang.41  
Di tengah masyarakat, para pelaku seolah tidak ada habisnya 
mencari berbagai macam cara dan kesempatan untuk melakukan 
perjudian, bahkan pada upacara tradisi atau adat-istiadat tidak 
luput dari ulah pihak-pihak tertentu untuk melakukan perjudian.  
Seperti yang terjadi dalam tradisi Adu Kerbau toraja, pihak tertentu 
memanfaatkan situasi tersebut untuk berjudi. Bentuk permainan 
judi yang mereka lakukan kurang lebih sama dengan permainan 
judi pada umumnya, yaitu dengan modus bertaruh atas hewan 
yang sementara diadu.  
Para pelaku adalah dari kalangan penonton serta kadang kala 
pemilik kerbau itu sendiri. Pelaku tersebut mencoba peruntungan 
dengan cara  mempertaruhkan harta benda (biasanya uang) atas 
hewan yang sementara diadu, dan kemungkinan  mendapat 
keuntungan. Ketentuan mengenai menang atau kalah serta 
batalnya suatu pertaruhan adalah para pelaku berpedoman 
terhadap syarat yang telah menjadi ketentuan pada umumnya 
dalam tradisi adat Adu Kerbau.  
 
 






Perjudian Pada Sebuah Pelaksanaan Tradisi Ma’pasilaga 
Tedong (Adu Kerbau) 
 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi Weldi Bangkilo  
 
Seiring  perkembangan masyarakat, perjudian ini bahkan  turut 
mengalami perkembangan, dengan hadirnya hewan kerbau yang 
peruntukannya khusus untuk dipertarungkan (kerbau laga). 
Biasanya kerbau laga tersebut di ikutsertakan pada saat terdapat 
tradisi adat Adu Kerbau yang diselenggarakan pada sebuah 
upacara pemakaman orang mati, tujuannya  adalah semata-mata 
diadu untuk dipertaruhkan.   
 
E. Teori - Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat  dapat dilihat 
dari beberapa teori dengan persfektif  yang berbeda-beda. Berikut ini 
akan diuraikan penyebab terjadinya kejahatan dari perspektif 
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psikologis, perspektif sosiologis, persfektif biologis, serta  perspektif 
lain-lain.  
1. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis 
Dalam perspektif psikologis dikemukakan beberapa dasar 
pemikiran tentang penyebab kejahatan, yaitu : 42 
a. Teori Psikoanalisis. 
Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari 
psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin 
hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan 
perasaan bersalah yang tidak tertahan untuk melakukan 
kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu 
dihukum maka perasaan bersalah pelaku akan mereda. 
b. Kekacauan Mental (Mental Disorder). 
Tokoh – tokoh yang berpendapat bahwa salah satu 
penyebab terjadinya kejahatan adalah kekacauan mental, 
antara lain Phillipe Pinel seorang dokter Perancis yang 
menyebutnya sebagai manie sans delire (madness without 
confusion), James C. Prichard seorang dokter Inggris 
menyebutnya sebagai moral insanity, dan Gina Lambrosso-
Ferrero sebagai irresistible atavistic impulses.43 Kekacauan 
mental tersebutlah yang kemudian disebut dengan anti sosial 
personality atau psychopathy. Menurut psikiater Hervey 
                                                          
42 A.S. Alam, Op.cit. hlm. 40  
43 Ibid. hlm. 41  
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Clecke, para psychopath terlihat mempunyai kesehatan 
mental yang yang sangat bagus, tetapi kesehatan mental 
yang disaksikan itu sebenarnya hanyalah suatu mask of sanity 
atau topeng kewarasan.44  
c. Pengembangan Moral (Development Theory). 
Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral 
tumbuh dalam tahap preconventional stage atau tahap pra-
konvensional, yaitu aturan moral dan nilai – nilai moral terdiri 
atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari 
hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah  umur 9 hingga 11 
tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini.45 
Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi 
penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk 
ikatan kasih sayang.  
d. Pembelajaran Sosial (Sosial Learning Theory). 
Teori pembelajaran sosial berpendirian bahwa perilaku 
delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama 
sebagaimana semua prilaku non-delinquent. Ada beberapa 
cara mempelajari tingkah laku, antara lain : 
1. Observational Learning; 
2. Direct Expirience; 
3. differential Association Reinforcement. 
                                                          
44 Ibid. hlm. 42 
45 Ibid.  
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2. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis 
Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori sosiologis 
mencari alasan - alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di 
dalam lingkungan sosial. Secara umum teori ini dapat dibagi 
menjadi :46 
a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan). 
Teori anomie berpendapat bahwa kelas sosial dan tingkah 
laku kriminal saling berhubungan. Para penganut anomie 
beranggapan bahwa  seluruh anggota masyarakat mengikuti 
seperangkat nilai – nilai budaya, yaitu nilai – nilai budaya 
kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya 
terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. 
b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya). 
Cultural Deviance Theories menandang kejahatan 
sebagai seperangkat nilai – nilai yang khas pada lower class.  
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah : 
1) Sosial Disorganization Theory. 
Teori ini memfokuskan pada perkembangan area– 
area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan 
dengan disintegrasi nilai–nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan 
imigrasi, dan urbanisasi. 
                                                          
46 Ibid. hlm 51 
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2) Differential Association. 
E.H. Sutherland mencetuskan teori yang disebut 
Differential Association Theory sebagai teori penyebab 
kejahatan.47 Makna teori Sutherland merupakan 
pendekatan individu mengenai seseorang dalam 
kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-
pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada 
individu atau kelompok individu yang secara yakin dan 
sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal 
ini disebabkan karena adanya dorongan posesif 
mengungguli dorongan kreatif.  
3) Culture Conflict Theory. 
Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan 
ciri–ciri sebagai berikut : 
a) Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 
b) Sering terjadinya pertemuan norma–norma dari 
berbagai daerah yang satu sama lain berbeda, 
bahkan ada yang saling bertentangan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap 
kelompok masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri 
                                                          
47 Ibid. hlm. 56 
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dan bahwa conduct norms dari satu kelompok mungkin 
bertentangan dengan conduct norms kelompok lain.48 
c. Control Sosial Theory. 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada 
setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian 
tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol 
sosial merujuk kepada pembahasan delinquence dan 
kejahatan yang dikaitkan dengan variabel – variabel yang 
bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan 
dan kelompok domain.  
3. Teori Penyebab Kejahatan Dari Perspektif Biologis 
Teori ini mempelajari penyebab kejahatan dari sisi biologis 
pelaku kejahatan. Ada beberapa pendapat dari perspektif ini, 
diantaranya: 49 
a. Born Criminal (Cesare Lombroso 1835-1909). 
Born Criminal menggabungkan teori positivisme Aguste 
Comte (1798-1857), evolusi dari Charles Darwin (1809- 1882) 
serta banyak pionir dalam studi tentang hubungan kejahatan 
dan tubuh manusia.  
Born Criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan 
bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam 
                                                          






kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip 
kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka 
yang bukan penjahat. Atavistic stigmata adalah ciri-ciri fisik 
dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum 
mereka benar-benar menjadi manusia. Yakni rahang yang 
besar dan gigi taring yang kuat, telinga yang tidak sesuai 
ukuran, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, dan hidung 
bengkok. 
b. Body Types Theories (Teori-Teori Tipe Fisik). 
1) Ernst Kretchmer (1888-1964), mengidentifikasi empat tipe 
fisik, yaitu: 
a) Asthenic: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil;. 
b) Athletic: Menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang 
kasar; 
c) Pyknic: Tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, 
wajah luas; 
d) Beberapa tipe campuran yang tidak terklasifikasi. 
Kemudian ia menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut 
dengan variasi-variasi ketidakteraturan. fisik: pyknics 
berhubungan dengan depresi, athletic danasthenic 
dengan schziophrenia, dan lain-lain. 
2) William H. Sheldon (1898-1977) memformulasikan sendiri 
kelompok Somato types, yaitu: 
41 
 
a) The endomorph (memiliki tubuh gemuk); 
b) The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis); 
c) The ectomorph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh). 
3) Disfungsi otak dan learning disabilities. Delinquent 
cenderung memiliki masalah neurologis dibandingkan non-
delinquent. Terdapat bukti bahwa delinquency berhubungan 
dengan learning disabilities, yaitu kerusakan pada fungsi 
sensorik dan motorik yang membawa penampilan 
menyimpang di ruang kelas, dan yang merupakan hasil dari 
beberapa kondisi fisik abnormal. Ada beberapa macam 
learning disabilities, yaitu: 
a) Dyslexia (gagal menguasai skill berbahasa setaraf 
dengan kemampuan intelektual); 
b) Aphasia (suatu problem komunikasi verbal atau masalah 
dalammemahami pembicaraan orang lain); 
c) Hyperactivef. 
c. Kriminalitas dan faktor genetika. 
1) Twin Stidies. 
Karl Cristiansen dan Sarnoff A. Mednick menemukan 
bahwa pada identical twins jika pasangannya melakukan 
kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan. 
Sementara pada flaternal twins angka tersebut hanya 
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20%. Temuan ini mendukung hipotesa bahwa beberapa 
pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.  
2) Adoption Studies.  
Kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) 
memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak 
dibandingkan kriminalitas dari orang tua angkat. 
3) The XXY Syndrome.  
Merupakan kesalahan dalam memproduksi sperma atau 
sel telur menghasilkan abnormalitas genetika. Mereka 
yang memiliki kromosom  XYY cenderung bertubuh tinggi, 
secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan. 
4. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Lain. 
Selain dari beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, 
masih terdapat  teori lain dengan pendekatan yang berbeda, 
yaitu:50 
a. Teori Labeling. 
Teori labeling menilai kejahatan berdasarkan penilaian 
masyarakat. Pemberian label kepada seseorang yang sering 
melakukan kenakalan atau kejahatan dari tiap kelompok 
memiliki standar yang berbeda. Menurut Howard, pemberian 
label/cap tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah 
laku dan membentuk karir kriminal seseorang. Hal tersebut 
                                                          
50 A.S. Alam, Op.cit. hlm. 68 
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dikarenakan kewaspadaan orang terhadap dirinya yang 
menyebabkan tidak ada lagi orang yang mempercayainya. 
b. Teori Konflik (Conflict Theory). 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan 
hukum. Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan 
suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti 
pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok 
kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan 
hukum. 
c.  Teori Radikal (Kriminologi Kritis). 
Pada dasarnya perspektif kriminologi yang 
mengetengahkan teori radikal yang berpendapat bahwa 
kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan 
sebagai aliran Neo-Marxis. Dalam hal ini, teori radikal 
berpendapat bahwa adanya hubungan antara kejahatan dan 










F. Teori – Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan 
1. Teori Penanggulangan Kejahatan 
Secara Empirik, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga 
bagian pokok, yaitu :51 
a. Pre-Emtif. 
Upaya Pre-Emtif adalah upaya – upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai – 
nilai/norma – norma yang baik sehingga norma – norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Hal tersebut 
menyebabkan faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
b. Preventif. 
Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 





                                                          




Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
2. Tujuan Pemidanaan 
Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan) 
pada tahap represif, yaitu: 52 
a. Teori Pembalasan (Vergelding Theorie/Retribusi). 
E. Kant mengemukakan bahwa teori balas dendam “siapa 
yang membunuh harus dibunuh pula”.53 Menurut teori 
pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana 
dengan jalan menyiksa fisiknya, agar menjadi jera. 
b. Teori Penjeraan (Afschriking/Deterrence). 
Teori ini sering disebut juga “teori menakut – nakuti”. 
Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti 
orang supaya jangan berbuat jahat.54 
c. Teori Penutupan (Onschadelik/Incarceration). 
Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang 
menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan 
diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah 
pengulangan kejahatan oleh penjahat – penjahat yang 
berbahaya. 
                                                          
52 Ibid. hlm. 80 




d. Teori Memperbaiki (Verbeterings/Rehabilitasi). 
Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana 
kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si 
terhukum itu sendiri. Proses ini disebut rehabilitasi, 
























A. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan pada wilayah kabupaten Toraja utara, 
khususnya di Kecamatan Rantepao. Penulis memilih wilayah tersebut 
karena merupakan salah satu tempat terjadinya kasus yang akan 
penulis teliti.  
Dengan melakukan penelitian di wilayah tersebut, Penulis 
berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga hasil 
penelitian dapat di sajikan secara objektif dan komprehensif. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara 
langsung di lapangan. Sumber data tersebut yaitu dari wawancara 
(interview) dengan pihak-pihak terkait, Serta melakukan observasi 
untuk merekam fenomena yang terjadi di lapangan sehingga 
dapat memperoleh data-data yang objektif mengenai masalah 
penelitian.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan 
dengan tujuan penelitian seperti, dokumen, artikel, buku, dan 
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sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 
penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu : 
1. Dokumentasi (penelitian kepustakaan).  
penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji 
berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung 
dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan 
teoritis. 
2. Wawancara (interview) 
Wawancara akan dilakukan secara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini adalah 
tokoh adat setempat, pelaku, pemerintah setempat, serta pihak 
kepolisian. 
3. Observasi 
Observasi akan dilakukan dengan sistematis mengenai fenomena 
sosial  untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya 
dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi 
partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan 






D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. 
Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran seecara jelas dan konkret terhadap masalah 
penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif, dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 






























A. Perjudian Dalam Perspektif Masyarakat Adat Toraja 
Terkadang terdapat persepsi yang menganggap perjudian (secara 
umum) sebagai bagian dari  budaya Toraja, bahkan persepsi tersebut 
tidak jarang muncul dari masyarakat Toraja itu sendiri. Namun hal 
tersebut adalah keliru.  
Dalam budaya masyarakat Toraja, sesungguhnya tidak terdapat 
hal yang mengakui dan mengajarkan tentang  judi. Pada umumnya 
masyarakat Toraja memandang perjudian sebagai perbuatan yang 
tidak baik karena justru memiliki ekses yang negatif, sehingga selalu 
menjadi ajaran dalam lingkungan keluarga yang diwariskan dari 
generasi ke generasi untuk tidak diperbuat.  
Menurut salah seorang tokoh adat Toraja, Yamoto Rannu, S.Pd 
sebagai berikut:55  
 
“Perjudian di Toraja itu sudah ada sejak lama, pada jaman 
dahulu biasanya dilakukan oleh golongan  kaya (to sugi’), 
Mereka menyebutnya sebagai Paningoan Datu (permainan 
tingkat elit/mewah). Mereka mempertaruhkan harta benda 
berupa sawah, padi, dan sebagainya, dan tidak jarang yang 
tenggelam dalam kebangkrutan. Hal tersebut pada dasarnya 
bukanlah ajaran, itu adalah murni perjudian. Adat yang dibentuk 
semuanya berdasarkan pada kearifan lokal yang tentunya 
mengandung nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat 
Toraja”.  
 
                                                          
55 Yamoto Rannu, Wawancara, Tokoh Adat,  Toraja Utara, 21 Maret 2013 
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Masyarakat Toraja pada umumnya masih mempertahankan 
sebagian besar kebudayaan (seperti; adat istiadat/tradisi, seni, bahasa 
dan lain sebagainya), akan tetapi ada yang sudah tenggelam akibat 
dari pergeseran kepercayaan serta perkembangan zaman. Namun 
beberapa kebudayaan (ritual adat) yang masih dipertahankan tersebut  
justru dimanfaatkan lain oleh pihak tertentu sehingga seiring 
berjalannya waktu mengalami pemaknaan yang justru melenceng jauh 
dari makna aslinya. 
Seperti pada beberapa ritual adat (tradisi) yang proses 
pelaksanaannya melibatkan peraduan hewan, sehingga menjadi 
peluang besar bagi pihak tertentu untuk dijadikan sarana judi. 
Misalnya perjudian pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong, Tradisi 
Ma’pasilondongan, dan Tradisi Ma’paramisi.  
Perjudian pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong  selanjutnya disebut 
Tradisi Adu Kerbau mulai muncul sejak tahun 2000-an (abad 20 M), 
dan semakin tumbuh subur dalam beberapa tahun terakhir. Gejala 
tersebut dapat dilihat dari setiap pelaksanaan Tradisi Adu Kerbau 
semakin marak disertai perjudian.56 Kian maraknya hingga muncul 




                                                          








Sumber: Koleksi Pribadi Jhen Reski  
 
Kerbau laga tersebut biasanya di beri sebutan sesuai dengan 
keinginan pemiliknya. Berikut ini beberapa kerbau  petarung (kerbau 
laga) yang penulis peroleh berdasarkan informasi di lapangan, 
diantaranya; Selebor, Kampa Tampo, Naruto, Jek Tondon, Banteng, 
Patriot, Bandara, Singa Jakarta, Berurung Satu, Tarzan,  Lallangan, 








                                                          




Kerbau Petarung Yang Diberi Sebutan Selebor 
 
 
Sumber: Koleksi Pribadi Batara Rantetampang 
 
Gambar 5 
Kerbau Petarung Yang Diberi Sebutan Lallangan 
 
 
Sumber: Koleksi Pribadi Batara Rantetampang 
 
Demikian juga pada Tradisi adat Ma’paramisi atau biasa disebut 
Ma’bulangan Londong, seiring berjalannya waktu tradisi tersebut juga 
menjadi sarang untuk berjudi. Tradisi Ma’paramisi adalah bagian dari 
upacara pemakaman (sama seperti Tradisi Adu Kerbau), namun yang 
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membedakannya adalah Tradisi Adu Kerbau dapat diselenggarakan 
oleh golongan menengah hingga bangsawan, sedangkan Ma’paramisi 
hanya boleh diselenggarakan  oleh golongan bangsawan, itupun dari 
bangsawan yang berunsur pemberani (To barani).58   
Menurut Yohanis Tiku Tangdilian (tokoh adat Toraja), Tradisi 
Ma’paramisi adalah salah satu bagian dari upacara pemakaman Aluk 
Ma’papitu Lompo (tingkat pemakaman tertinggi). Tradisi Ma’ Paramisi 
merupakan pengganti dari ritual “pengurbanan manusia” (biasanya 
budak sang mendiang) yang sudah ditinggalkan karena dianggap 
sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Bentuk pelaksanaan 
dari tradisi tersebut adalah peraduan ayam jantan yang memiliki 
makna simbolis bahwa yang meninggal adalah londong 
(jantan=berani), sama seperti filosofi ayam jantan. Tradisi ini 
dilaksanakan setelah semua ritual dalam Aluk Ma’papitu Lompo telah 
selesai dilaksanakan. 59   
Selain tradisi Tradisi Adu Kerbau dan Ma’paramisi, Tradisi adat 
yang juga dimanfaatkan sebagai sarana berjudi yaitu Tradisi 
Ma’pasilondongan. Tradisi Ma’pasilondongan merupakan salah satu 
bentuk penyelesaian perkara melalui peradilan adat. Menurut Karel 
Rantetampang, S.T. (Tokoh Adat Toraja) Ma’pasilondongan ditempuh 
setelah proses mediasi antara yang berperkara tidak menemukan 
jalan keluar. Dengan cara mengadu ayam jantan milik masing-masing 
                                                          
58 Yamoto Rannu, Wawancara, Toraja Utara 21 Maret 2013 
59 Yohanis Tiku Tangdilian, Wawancara, Tokoh Adat,  Toraja Utara, 25 Maret 2013 
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pihak yang berperkara, ayam siapa yang menang maka pemiliknya 
dianggap sebagai pemenang perkara.60  
Apabila hal tersebut diatas hanya dilihat secara sekilas, serta tidak 
dipahami secara mendalam, maka akan melahirkan persepsi yang 
memandang seolah-olah perjudian sebagai bagian dari budaya 
Toraja. 
Selain judi yang di campur aduk dengan tradisi adat, terdapat pula 
perjudian tradisional yang sudah dilakukan sejak jaman nenek 
moyang, misalnya  Ma’dadu (judi dadu). Pada jaman itu biasanya 
yang dipertaruhkan adalah harta benda berupa kopi, lahan, padi, 
ternak, dan sebagainya.61 Karena perjudian tersebut sudah ada sejak 
dahulu sehingga seolah-olah dianggap oleh pihak tertentu sebagai 
warisan budaya padahal sesungguhnya bukan. 
Hal-hal tersebut diatas juga membawa aparatur penegak hukum 
berada dalam sikap yang dilematis atau bimbang khususnya perjudian 
dalam pelaksanaan Tradisi Adu Kerbau (Ma’pasilaga Tedong). Yaitu 
disatu sisi merupakan tindak pidana, namun disisi lain tidak 
ditindak/ditertibkan. 
Berikut ini adalah dapat dilihat pada data perjudian yang ditangani 
oleh Kepolisian Resort Tana Toraja sepanjang tahun 2010-2012. 
 
 
                                                          
60 Karel Rantetampang, Wawancara, Tokoh Adat,  Toraja Utara, 02 April 2013 
61 Karel Rantetampang, Wawancara, Tokoh Adat,  Toraja Utara, 02 April 2013 
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Tabel 1  
Rekap Data Kasus Perjudian Sat Reskrim Polres Tana Toraja 
Periode Tahun 2010 S/D 2012 
 
NO NO / TGL LAPORAN POLISI IDENTITAS 
TERSANGKA 
KASUS KET 
 Tahun 2010  
1. LP / 79 / III / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 






2. LP / 84 / III / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 






3. LP / 85 / III / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
20 Maret 2010 
- Tondok Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
4. LP / 81 / III / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
18 Maret 2010 
- Bora Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
5. LP / 93 / IV / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
01 April 2010 





6. LP / 145 / V / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 






7. LP / 247 / VIII / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 







8. LP / 248 / VIII / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 







9. LP / 249 / VIII / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
21 Agustus 2010 





10. LP / 250 / VIII / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
21 Agustus 2010 






11. LP / 316 / X / 2010 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 






 Tahun 2011  
12. LP / 175 / VI / 2011 / Polda 





- Akbar Bahar 
alias Abang 
- Ali alias Potta 





13. LP / 267 / X / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
06 Oktober 2011 
- Ilham Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
14. LP / 275 / X / 2011 / Polda - Rustam Perjudian P.21 
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Sulsel / Res Tator Tanggal, 
10 Oktober 2011 
Kupon Putih 
15. LP / 277 / X / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
13 Oktober 2011 
- Hasanuddin Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
16. LP / 278 / X / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 






17. LP / 308 / XI / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
07 Nopember 2011 
- Ratnawati Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
18. LP / 312 / XI / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
20 Nopember 2011 
- Gamal, dkk Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
19. LP / 320 / XI / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
26 Nopember 2011 






20. LP / 329 / XII / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
03 Desember 2011 






21. LP / 343 / XII / 2011 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
14 Desember 2011 





 Tahun 2012  
22. LP / 97 / IV / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
04 April 2012 
- Yohanis Karre Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
23. LP / 220 / VIII / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
25 Agustus 2012 





24. LP / 226 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
01 September 2012 
- Yusuf Bulo Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
25. LP / 227 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
02 September 2012 
- Pong Gebi Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
26. LP / 228 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
02 September 2012 





27. LP / 233 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
04 September 2012 





28. LP / 238 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
05 September 2012 
- Yohanis M Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
29. LP / 239 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 
05 September 2012 





30. LP / 256 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 17 
September 2012 







31. LP / 258 / IX / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator Tanggal, 05 
September 2012 





32. LP / 268 / IX / 2012 / Polda 







34. LP / 299 / X / 2012 / Polda Sulsel 
/ Res Tator Tanggal, 23 Oktober 
2012 
- Bu’ku dkk Judi Sabung 
Ayam 
P.21 
35. LP / 308 / X / 2012 / Polda 




  Judi Sabung 
Ayam 
P.21 
36. LP / 314 / XI / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator, tanggal 08 
Nov 2012 





37. LP / 315 / XI / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator, tanggal 08 
Nov 2012 





38. LP / 316 / XI / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator, tanggal 08 
Nov 2012 
- Bakri Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
39. LP / 319 / XI / 2012 / Polda 







40. LP / 324 / XI / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator, tanggal 13 
Nov 2012 
- Zainal Cs Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
41. LP / 326 / XI / 2012 / Polda 
Sulsel / Res Tator, tanggal 18 
Nov 2012 
- Yohanis Duma Perjudian 
Kupon Putih 
P.21 
Sumber: Kepolisian Resort Tana Toraja  
Dari keterangan tabel diatas, menerangkan bahwa tidak  terdapat 
kasus perjudian pada Tradisi Adu Kerbau yang ditangani oleh pihak 









B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Pada 
Tradisi Ma’pasilaga Tedong Di Kabupaten Toraja Utara. 
 
 Penyebab setiap tindak pidana dilatar belakangi oleh faktor-faktor 
tertentu. Faktor-faktor tersebut bersifat relatif, oleh karena itu setiap 
tindak pidana penyebabnya tentu tidak akan selalu sama dengan 
tindak pidana lain. Demikian juga dengan tindak pidana perjudian, 
faktor penyebabnya cenderung akan berbeda dengan tindak pidana 
lain.  
Perjudian sudah ada sejak adanya peradaban manusia  dan 
berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini 
memberikan pandangan kepada manusia bahwa perjudian seakan-
akan menjadi lumrah untuk dilaksanakan.62  
Dewasa ini berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian 
merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat 
terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kian 
merebaknya hingga pada pelaksanaan ritual adat sekalipun tidak luput 
dijadikan tempat berjudi. seperti yang terjadi pada tradisi adat Toraja 
yaitu Ma’pasilaga Tedong (adu kerbau). Kerbau-kerbau yang diadu 
justru dipertaruhkan oleh para pelaku judi dengan maksud dan tujuan 
tertentu.  
Untuk mendukung penelitian ini, Penulis melakukan wawancara 
terhadap orang yang merupakan pelaku judi pada Tradisi Adu Kerbau 
                                                          





demi untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan perjudian 
pada Tradisi Adu Kerbau di Toraja Utara. 
Berdasarkan wawancara dengan para pelaku, dapat disimpulkan 
bahwa faktor penyebab terjadinya perjudian pada Tradisi Adu Kerbau 
di Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Ekonomi 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan 
pada suatu tuntutan yang mendesak yaitu kebutuhan hidup. 
Terkadang beban kebutuhan cenderung lebih besar daripada 
jumlah penghasilan yang diperoleh. Untuk menambah 
penghasilan manusia biasanya menempuh berbagai macam cara 
demi untuk mengimbangi beban kebutuhan tersebut.  
Tidak adanya pekerjaan serta niat untuk berusaha menjadikan 
perjudian sebagai salah satu alternatif. Perjudian seringkali 
dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup. 
Dengan modal yang sangat kecil, pelaku berharap mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menguras tenaga serta 
lebih cepat dan sederhana. Kondisi tersebut menjadikan salah 
satu faktor seseorang melakukan perjudian.  
Seperti perjudian pada umumnya, penyebab perjudian pada 
Tradisi Adu Kerbau salah satunya adalah faktor ekonomi. 
Kemampuan ekonomi dari pelaku yang tergolong rendah 
sementara berbagai kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. 
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Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan perjudian 
dipilih sebagai jalan pintas dengan berharap pada keberuntungan 
demi untuk memenuhi kebutuhannya. 
Berdasarkan pernyataan dari Andarias Rombe (pelaku 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau) bahwa:63  
 
“Yari anna di pogau’ te belanna tae’ mo senga’na di nai 
pabu’tu seng. na yate biasa sia den dipekantong-kantong 
ke madalle’ki’. (perjudian dilakukan karena tidak adanya 
sumber lain untuk memperoleh uang. apabila  beruntung 
hasilnya akan cukup lumayan). 
 
Besarnya penghasilan adalah faktor yang menentukan 
kualitas ekonomi seseorang. Penghasilan tersebut  tidak terlepas 
dari jenis dan tingkat pekerjaan yang juga turut dipengaruhi oleh 
umur dan tingkat pendidikan seseorang. Berikut ini adalah 
pekerjaan, umur, dan pendidikan beberapa  pelaku perjudian pada 








                                                          





Pekerjaan Beberapa Pelaku Perjudian Pada 













1 R 1 √      
2 R 2     √  
3 R 3  √     
4 R 4   √    
5 R 5      √ 
6 R 6      √ 
7 R 7 √      
8 R 8  √     
9 R 9  √     
10 R 10 √      




Umur Beberapa Pelaku Perjudian Pada  
Tradisi Ma’pasilaga Tedong  
 
No Responden Umur 
1 Responden 1 52 tahun 
2 Responden 2 44 tahun 
3 Responden 3 25 tahun 
4 Responden 4 32 tahun 
5 Responden 5 20 tahun 
6 Responden 6 18 tahun 
7 Responden 7 45 tahun 
8 Responden 8 30 tahun 
9 Responden 9 22 tahun 
10 Responden 10 50 tahun 









Pendidikan Beberapa Pelaku Perjudian Pada  
Tradisi Ma’pasilaga Tedong  
 
No Responden Tingkat Pendidikan 




1 R 1     √ 
2 R 2   √   
3 R 3  √    
4 R 4    √  
5 R 5   √   
6 R 6  √    
7 R 7 √     
8 R 8  √    
9 R 9   √   
10 R 10  √    
Sumber: Observasi Lapangan, Toraja Utara 2012 
 
Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, memberikan 
gambaran bahwa penyebab perjudian pada Tradisi Adu Kerbau 
sebagian besar adalah faktor ekonomi, dimana pelaku perjudian 
didominasi oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan, petani 
serta buruh yang penghasilannya relatif tidak menentu serta masih 
dibawah standar kesejahteraan. 
Tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Toraja Utara 
sebagian besar masih dibawah taraf rata-rata, dimana sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai petani tradisional serta buruh 
harian yang penghasilannya hanya cukup untuk pemenuhan 
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kebutuhan pokok sehari-hari, dan selebihnya bekerja sebagai 
pegawai negeri sipil, wiraswasta, pedagang dan lain-lain.64 
Selanjutnya, Ebin Dengalle’ (pelaku perjudian pada tradisi 
Ma’pasilaga Tedong) mengemukakan bahwa:65  
“Iatu toma’pasilaga tae’ duka na nenne’ den, iamoto na 
biasa duka ki’ lulako tau massaung”. (Tetapi karena adu 
kerbau dilakukan hanya sekali-sekali sehingga saya lebih 
sering ke pertaruhan sabung ayam). 
 
Pelaku perjudian pada Tradisi Adu Kerbau yang termotifasi 
oleh faktor ekonomi pada umumnya tidak hanya melakukan 
perjudian di tempat adu kerbau, tetapi juga ditempat-tempat lain. 
Mereka bahkan adalah penjudi di tempat-tempat lain sudah sejak 
lama. 
2. Faktor Kesempatan 
Selain faktor ekonomi, faktor yang paling mendominansi 
penyebab terjadinya kejahatan adalah adanya kesempatan. 
Kesempatan untuk melakukan kejahatan merupakan suatu 
keadaan dimana keadaan tersebut tidak terkontrol sehingga 
memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. 
Demikian juga pada pelaksanaan  Tradisi Adu Kerbau, 
kesempatan untuk melakukan perjudian sangat besar.  
                                                          
64 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011 Badan Pusat Statistik Provinsi 
Sulawesi Selatan 
65 Ebin Dengalle’, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 10 April 2013 
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Berdasarkan wawancara dengan Taruk Linggi (salah seorang 
pelaku perjudian pada Tradisi Adu Kerbau), mengemukakan 
bahwa:66  
 
“Melakukan perjudian ditempat-tempat seperti pada adu 
kerbau lebih nyaman, tidak perlu khawatir bahwa nanti 
ditangkap polisi”. 
 
Adanya peluang serta tidak adanya peran dari aparat penegak 
hukum sehingga membuka kesempatan besar terhadap para 
pelaku untuk berjudi taruhan pada Tradisi Adu Kerbau. Para 
pelaku bahkan hingga memiliki kerbau petarung yang diikut 
sertakan pada saat terdapat penyelenggaraan Tradisi Adu 
Kerbau, tujuannya diadu semata-mata untuk  dipertaruhkan.  
Gambar 6 
Salah Satu Kerbau Tarung yang Hendak Turun Arena  
(Pada Sebuah Tradisi Ma’pasilaga Tedong) 
 
 
Sumber: Koleksi Pribadi Jhen Reski Nugrah 
                                                          
66 Taruk Linggi, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 05 April  2013 
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Yusran Pakila (pelaku perjudian pada Tradisi Adu Kerbau) 
mengemukakan bahwa:67   
“Biar kita taruhan sampai berapa pun tidak akan ada yang 
melarang, mana berani polisi mau  bubarkan. tidak sama 
seperti di sabung ayam, biar  cuma menonton ditangkap 
juga”  
 
Kesempatan ini juga dianggap menjadi pilihan tepat untuk 
melakukan pertaruhan hingga dalam jumlah besar-besaran. 
Mereka  adalah pelaku serta pemilik kerbau petarung yang 
cenderung memiliki latar belakang ekonomi cukup mapan. Seperti 
pada pelaksanaan Tradisi Adu Kerbau di Pangli, kecamatan 
Sesean Matallo  (Bulan Agustus tahun 2012), pertaruhan antara 
Kampa Tampo melawan Loleng hingga mencapai ratusan juta 
rupiah.68  
Biasanya transaksi pertaruhan (perjudian) dalam jumlah yang 
besar dilakukan di tempat lain sebelum diadakannya peraduan 
antara kerbau tarung di arena (Tradisi Ma’pasilaga Tedong).69 
3. Faktor Kesenangan 
Perjudian adalah suatu kebiasaan buruk namun justru 
memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku yang sudah terbiasa. 
Seseorang yang sering melakukannya akan menjadi kecanduan.  
                                                          
67 Yusran Pakila, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 26 Maret  2013 
68 Observasi Lapangan, Toraja Utara, Maret-April  2013 
69 Observasi Lapangan, Toraja Utara, Maret-April  2013 
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Berawal dari rasa ingin tahu kemudian mencoba dan diulang 
secara terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan yang susah 
untuk disembuhkan. Bahkan mereka akan menganggapnya 
sebagai permainan menyenangkan yang memberikan kepuasan 
tersendiri. Begitu pula pada Tradisi Tradisi Adu Kerbau, 
kebanyakan pelakunya adalah orang yang sudah terbiasa berjudi. 
Menurut Niko Tandiallo (pelaku perjudian pada Tradisi Adu 
Kerbau) sebagai berikut:70 
“Akan lebih seru dan mendebarkan apabila permainannya 
dipasangi taruhan. Apalagi kalau menang, akan 
memberikan kepuasan tersendiri” 
 
Selanjutnya menurut Lukas Kondo (pelaku perjudian pada 
Tradisi Adu Kerbau) sebagai berikut:71 
“Tae’ ka na melo tu paningoan ke tae’ bang o na di kadong-
kadongngi.” (Permainan kurang seru apabila tidak disertai 
pertaruhan). 
 
Pada umumnya pelaku yang sudah kebiasaan tidak hanya 
melakukan perjudian pada Tradisi Adu Kerbau tetapi juga 
melakukan judi di tempat-tempat lain.  
Selain itu terdapat beberapa pelaku yang beralasan bahwa 
melakukan pertaruhan pada adu kerbau hanya sekedar demi 
                                                          
70 Niko Tandiallo, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 03 April 2013 
71 Lukas Kondo, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 03 April  2013 
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untuk mendapatkan kepuasan tersendiri, namun mereka adalah 
bukan penjudi yang kecanduan, termasuk di tempat-tempat lain. 
Seperti menurut Aris Karaeng (pelaku perjudian pada Tradisi 
Adu Kerbau), sebagai berikut:72 
“Pastilah saya pasangi apabila kerbau jagoan saya turun 
bertarung, masa cuma dilihat-lihat saja. Padahal tiap hari 
kita yang jaga dan rawat. Buat saya menang atau kalah 
tidak jadi masalah” 
 
Selanjutnya menurut Ronal Pali’ (pelaku perjudian pada 
Tradisi Adu Kerbau)  sebagai berikut:73 
“Saya bukan penjudi tapi kalau kerbau yang saya andalkan 
turun arena setidaknya saya pasangi sedikit-sedikit. Seperti 
Kampa Tampo, teknik bertarungnya saya suka”. 
 
Para pelaku tersebut terkadang adalah penjaga ataukah 
penggemar kerbau tarung tertentu.   
4. Faktor Salah Persepsi Terhadap perjudian yang dianggap 
sebagai Budaya 
Selain faktor penyebab judi secara umum, perjudian pada 
Tradisi Adu Kerbau  di Kabupaten Toraja utara memiliki penyebab 
tersendiri yang erat kaitannya dengan dinamika dalam masyarakat 
adat Toraja itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya 
bahwa munculnya persepsi yang salah terhadap judi yang sebagai 
                                                          
72 Aris Karaeng, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 26 Maret  2013 
73 Ronal Pali’, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 03 April 2013 
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adat (budaya) sehingga beberapa orang terjebak dalam 
pandangan yang keliru.  
Menurut Nober Kalundu (pelaku perjudian pada Tradisi Adu 
Kerbau), sebagai berikut:74 
“Ada’ yatu tangga’ saba’ dipogau’ dio lu Toma’pasilaga sia 
Toma’paramisi. Na bua’ raka nala sae polisi pa’gagai”. 
(Perjudian adalah adat karena dilakukan pada upacara 
pelaksanaan tradisi seperti Ma’pasilaga Tedong dan 
Ma’paramisi) 
 
Selanjutnya menurut Yulius Sarunggu’ (pelaku perjudian pada 
Tradisi Adu Kerbau) sebagai berikut:75  
“Yaka tu tangga’ na ada’ ta kita Toraya, saba’ pempon 
nenek pa na di pogau’,  yamoto sitonganna tae’ na ma’din 
pa’gagai polisi” (perjudian adalah adat Toraja karena sejak 
nenek moyang sudah dilakukan, untuk itu polisi tidak boleh 
melarang hal tersebut) 
 
Demikian juga menurut Agustinus Tandipayung (pelaku 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau) sebagai berikut:76  
“Umbara ladikua umpa’dei tu tangga’ na ya tu tangga’  
nasanga ya tau paningoan madatu” (Judi tidak bisa di 
hilangkan karena orang menganggapnya sebagai 
permainan elit/mewah) 
 
Berdasarkan penelitian penulis, Karakteristik adat yang 
bentuknya tidak tertulis, mengakibatkan tidak adanya naskah 
autentik yang bisa dipedomani oleh setiap masyarakat, sehingga 
                                                          
74 Nober Kalundu, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 10 April  2013 
75 Yulius Sarunggu’, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 21 Maret  2013 
76 Agustinus Tandipayung, Wawancara, Responden,  Toraja Utara, 06 April 2013 
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makna tradisi adat  Toraja dari masa ke masa mengalami 
pemudaran.  
Selain itu, dalam sistem adat Toraja tidak memiliki ketentuan 
yang secara khusus memberi perlindungan serta pengawasan 
terhadap tradisi adat sehingga dalam pelaksanaannya mudah 
tercemar  dengan praktik yang justru menyimpang.  
Menurut Yohanis Tiku Tangdilian bahwa mereka tidak memiliki 
kapasitas untuk melarang orang yang berjudi, termasuk pada 
Tradisi Adu Kerbau karena tidak adanya landasan ketentuan adat 
yang mengaturnya.77 
Ditambah dengan lemahnya kesadaran masyarakat untuk 
menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan dari generasi ke 
generasi, sehingga saat ini tidak jarang kita temui generasi muda 
Toraja yang kurang bahkan tidak memahami tentang makna adat 
Toraja, termasuk Tradisi Adu Kerbau (Ma’pasilaga Tedong).  
 
Demikianlah beberapa penyebab tindak pidana perjudian pada 
Tradisi Ma’pasilaga Tedong yang penulis peroleh berdasarkan hasil 





                                                          
77 Yohanis Tiku Tangdilian, Wawancara, Tokoh Adat,  Toraja Utara, 25 Maret 2013 
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C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi 
Ma’pasilaga Tedong  Di  Kabupaten Toraja Utara 
 
Pada hakikatnya perjudian  dipandang sebagai suatu fenomena 
meresahkan yang dihadapi oleh masyarakat sejak dahulu hingga kini 
dan sangat sulit untuk diberantas. Ia merupakan produk masyarakat 
yang dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan 
zaman. Untuk menanggulanginya maka diperlukan upaya-upaya 
tertentu yang mampu memberi efektifitas dalam meminimalisir 
perjudian. 
Demikian pula dengan perjudian pada tradisi Ma’pasilaga Tedong 
(Tradisi Adu Kerbau) di  Kabupaten Toraja Utara yang kian tumbuh 
subur sejalan dengan perkembangan zaman. Fenomena tersebut 
cukup meresahkan karena selain mengancam keberadaan nilai luhur 
tradisi, juga bertentangan dengan norma yang berlaku didalam 
masyarakat, termasuk norma hukum. 
Namun sangat disayangkan, upaya penanggulangan terhadap 
perjudian pada pelaksanaan Tradisi Adu Kerbau hingga kini masih 
sangat lemah, khususnya oleh lembaga yang berwajib yaitu aparat 
penegak hukum.  
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor 
Tana Toraja, sepanjang tahun 2011-2012  belum ada kasus perjudian 
pada Tradisi Adu Kerbau yang ditangani. Hal tersebut berdasarkan 
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keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal  Polres Tana Toraja AKP 
Abraham Tahalele sebagai berikut:78   
“Hingga saat ini kami belum pernah menangani kasus perjudian 
yang terjadi  pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong”.  
 
Keterangan diatas bukan berarti bahwa tidak ada kasus perjudian 
yang terjadi pada Tradisi Adu Kerbau selama ini, melainkan karena 
minimnya upaya penanggulangan serta tidak adanya upaya 
penindakan dari pihak kepolisian. Dibeberapa kegiatan Tradisi Adu 
Kerbau, justru terkadang aparat kepolisian diminta oleh keluarga 
penyelenggara untuk menjaga situasi agar tetap kondusif serta 
penonton tertib, namun pemandangan yang sungguh tidak lazim 
adalah perjudian dilakukan di depan polisi.  
Menurut penulis, Berikut ini adalah upaya penanggulangan tindak 
pidana perjudian pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Tradisi Adu 
Kerbau) di Kabupaten Toraja utara: 
1.  Upaya Preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama 
kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, maka sudah 
sepantasnya upaya preventif diutamakan. Selain itu, upaya 
                                                          
78 Abraham Tahalele, Wawancara, Kasatreskrim Polres Tana Toraja, Tana Toraja, 30 
Maret  2013 
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preventif dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemerintah 
maupun masyarakat pada umumnya.  
Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan 
dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal kearah 
penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk 
terjadinya pelanggaran atau kejahatan. 
Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa 
meliputi :79 
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan 
mengurangi kejahatan. 
b.  Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan 
untuk mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan. 
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan 
kesadaran hukum rakyat.  
d.  Menambah personil kepolisian dan personil penegak 
hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan 
represif maupun preventif. 
e. Meningkatan ketangguhan moral serta 
profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. 
 
Mengingat terjadinya tindak pidana perjudian pada Tradisi 
Adu Kerbau di  Kabupaten Toraja Utara, yaitu dilatar belakangi 
oleh faktor ekonomi, kesempatan, kesenangan, serta salah 
persepsi terhadap judi yang dianggap sebagai budaya, maka 
menurut Penulis sudah sepatutnya Kepolisian Resort Tana 
Toraja, Pemerintah Daerah Toraja Utara, Tokoh adat, serta 
seluruh lapisan masyarakat bekerja sama untuk memberantas 
                                                          
79 Lopa, Baharuddin. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, 
Jakarta, Bulan Bintang, 1987. 
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perjudian khususnya pada  pelaksanaan Tradisi Adu Kerbau 
secara secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta 
berkesinambungan. 
Berikut ini adalah upaya preventif penanggulangan tindak 
pidana perjudian pada  Tradisi Adu Kerbau  di Kabupaten Toraja 
utara: 
a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Sebagai mana yang terjadi pada perjudian Tradisi Adu 
Kerbau Toraja bahwa salah satu penyebab terbesarnya 
dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dimana sebagian besar 
pelakunya memiliki tingkat ekonomi yang masih dibawah 
taraf kesejahteraan, oleh karena itu perbaikan kualitas 
ekonomi masyarakat sangat penting.  
Menurut Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan 
bahwa: 
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 
kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
 
Berdasarkan pasal tersebut, maka perbaikan kualitas 
kehidupan masyarakat (termasuk kualitas ekonomi) menjadi 
salah satu kewajiban  Pemerintah Daerah Toraja Utara.  
Pengembangan dan pengelolahan potensi-potensi yang 
dimiliki Daerah Toraja Utara dengan melibatkan sumberdaya 
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masyarakat lokal adalah  salah satu alternatif, sehingga 
dengan demikian, dapat mengurangi jumlah pengangguran 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui 
penyuluhan. 
Sekalipun ada fiksi hukum yang diberlakukan namun 
kondisi yang dihadapi adalah aturan hukum yang 
berbenturan dengan pola fikir sebagian masyarakat yang 
seolah-olah memandang judi sebagai bagian dari budaya. 
Oleh karena itu penyuluhan-penyuluhan untuk meminimalisir 
perjudian sangat penting untuk dilakukan, baik oleh 
kepolisian, pemerintah, tokoh adat serta seluruh lapisan 
masyarakat.  
Penyuluhan yang pertama adalah penyuluhan hukum 
kuhususnya tentang perundang-undangan yang berkaitan 
dengan tindak pidana perjudian. 
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 
2002):  
Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia bertugas : 
c) membina masyarakat untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat, kesadaran hukum 
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
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terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
 
Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Resort  Tana 
Toraja bersama lembaga yang berkompeten hendaknya 
menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada masyarakat 
dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, serta pemerintah 
setempat.  
Selain penyuluhan hukum, optimalisasi penyuluhan 
tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai 
luhur budaya serta pelaksanaan ritual adat yang benar juga 
perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara 
dengan melibatkan peran serta tokoh-tokoh adat. 
Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Toraja Utara.  (Berdasarkan Peraturan Bupati 
Nomor 82 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Toraja Utara).  
Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya 
dan Peran Serta Masyarakat Dinas Parawisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, Siro Sarungallo, S.IP 
bahwa salah satu misi lembaga tersebut adalah melakukan 
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pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang 
berlandaskan nilai luhur.80 
Namun Sejak munculnya praktik perjudian pada Tradisi 
Tradisi Adu Kerbau serta pada tradisi-tradisi lain, sejak itu 
pula Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja 
Utara belum mengambil  langkah-langkah yang dianggap 
perlu dalam rangka pelestarian dan perlindungan terhadap 
tradisi tersebut. 
Menurut keterangan  Siro Sarungallo, sebagai berikut:81  
“Memang hingga saat ini kami belum menempuh 
upaya apa-apa khususnya terhadap persoalan  
perjudian yang terjadi pada pelaksanaan Tradisi, 
termasuk pada Ma’pasilaga Tedong.”  
 
Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan tersebut, 
kesadaran hukum dan kesadaran menjaga nilai-nilai luhur 
budaya oleh masyarakat dapat bertumbuh. Dengan demikian 
penyelenggaraan tradisi khususnya Ma’pasilaga Tedong 
dilaksanakan benar menurut adat dan dibenarkan menurut 
hukum. 
Namun selama ini upaya demikian tidak ada, sehingga 
tidak jarang terjadi para pelaku perjudian (pada tradisi lain 
                                                          
80 Siro Sarungallo, Wawancara, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran 
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81 Siro Sarungallo, Wawancara, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran 
Serta Masyarakat Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, Toraja 
Utara, 27 Maret 2013 
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seperti sabung ayam) melakukan perlawanan terhadap polisi 
yang hendak melakukan penindakan, karena mereka 
menganggapnya sebagai adat/budaya. 
Menurut pernyataan dari AKP. Abraham Tahalele 
(Kasatreskrim Polres Tana Toraja) bahwa:82  
“Hal ini adalah tantangan tersendiri bagi kami sebagai 
aparat yang bertugas di wilayah hukum yang 
kehidupan masyarakatnya kental dengan kebiasaan 
adat, dimana kebiasaan atau adat tersebut terkadang 
berbenturan dengan aturan hukum. Misalnya 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau, pemahaman 
masyarakat akan memandang hal tersebut sebagai 
adat. ditambah dengan pelaku yang akan dihadapi 
berjumlah massa. Kejadian pada penertiban sabung 
ayam,  aparat sering mendapat perlawanan dari 
pelaku-pelaku perjudian karena jumlah mereka sangat 
banyak serta mereka menganggapnya sebagai 
budaya”. 
 
c. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Tradisi Ma’pasilaga Tedong.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 
Tahun 2002);  
pasal 15 ayat (2) huruf a: 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya berwenang 
memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian 
umum dan kegiatan masyarakat lainnya. 
 
                                                          
82 Abraham Tahalele, Wawancara, Kasatreskrim Polres Tana Toraja, Tana Toraja, 30 




Berdasarkan peraturan tersebut Kepolisian Resort Tana 
Toraja selama ini telah menjalin hubungan koordinasi 
dengan pihak yang hendak menyelenggarakan upacara 
pemakaman adat (Rambu Solo), yaitu dengan mengeluarkan 
Surat Izin Keramaian. dalam surat izin tersebut juga 
mencantumkan himbauan untuk tidak menyediakan atau 
mengadakan tempat untuk melaksanakan perjudian sabung 
ayam ataupun bentuk perjudian lainnya.83  
Menurut keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal  
Polres Tana Toraja, AKP Abraham Tahalele sebagai 
berikut:84  
“Upaya pihak Polres Tana Toraja terhadap 
penanggulangan judi pada upacara rambu solo 
(pemakaman) sudah ada yaitu melalui pemberian izin 
keramaian. Dalam izin tersebut mencantumkan 
himbauan untuk tidak menyediakan atau mengadakan 
tempat untuk melaksanakan perjudian sabung ayam 
ataupun bentuk perjudian lainnya.” 
 
Selama ini izin tersebut telah ditindaklanjuti, namun 
hanya terhadap pelaksanaan rambu solo  yang 
menyelenggarakan ritual adat Tradisi Sabung Ayam 
(Ma’paramisi). Penanganannya pun langsung secara represif  
                                                          
83 Abraham Tahalele, Wawancara, Kasatreskrim Polres Tana Toraja, Tana Toraja, 30 
Maret  2013 
84 Abraham Tahalele, Wawancara, Kasatreskrim Polres Tana Toraja, Tana Toraja, 30 
Maret  2013 
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tanpa didahului dengan upaya-upaya preventif, sehingga 
tidak jarang mendapat perlawanan dari masyarakat. 
Upaya tindak lanjut terhadap pemberian izin keramaian 
upacara Rambu Solo yang menyelenggarakan Tradisi Adu 
Kerbau juga sudah seharusnya dilakukan, yaitu berupa 
pengawasan demi untuk mencegah terjadinya perjudian. 
 
d. Perlindungan kebudayaan lokal melalui Peraturan Daerah. 
kebudayaan Toraja terbentuk dari kearifan lokal serta 
berdasarkan pada nilai-nilai filosofis masyarakat setempat. 
Oleh karena itu hingga kini masih hidup dan masih 
dibutuhkan demi untuk menjaga keseimbangan dalam 
tatanan kehidupan masyarakat adat Toraja. 
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan 
perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaan lokal 
Toraja. Perlindungan yang dimaksud adalah usaha untuk 
mencegah pengaruh-pengaruh negatif terhadap 
kebudayaan. Perlindungan terhadap kebudayaan tersebut 
yaitu melalui kebijakan peraturan daerah oleh Pemerintah 
Daerah Toraja Utara. Dengan peraturan daerah (perda) 
dapat memberi kedudukan hukum (legitimasi) yang lebih 
kuat terhadap  perlindungan budaya Toraja.  
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Upaya demikian juga turut berperan meminimalisir 
perjudian pada tradisi termasuk Ma’pasilaga Tedong, baik 
secara langsung maupun tidak langsung.  
Secara langsung yaitu mengingat sifat peraturan daerah 
yang dapat memuat pemberian sanksi baik pidana, denda, 
maupun sanksi administratif terhadap pelanggarnya 
(Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan). Dengan adanya produk 
peraturan daerah mengenai perlindungan dan pelestarian 
kebudayaan Toraja, dapat memberi sanksi yang lebih berat 
terhadap pelaku perjudian pada pelaksanaan tradisi, 
termasuk pada Tradisi Adu Kerbau. 
Secara tidak langsung yaitu dengan peraturan daerah 
tersebut dapat mendorong menumbuhkan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya mempertahankan dan 
melestarikan nilai-nilai luhur budaya. 
Selain kehadiran peraturan daerah tersebut berfungsi 
untuk  menjaga keberadaan nilai luhur kebudayaan serta 
dapat mencegah penyimpangan pada tradisi (seperti 
perjudian), disisi lain kebudayaan Toraja merupakan salah 
satu aset bagi Daerah Kabupaten Toraja Utara yang turut 
memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal 
tersebut karena kebudayaan masyarakat Toraja memiliki 
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daya tarik yang kuat terhadap wisatawan lokal maupun 
wisatawan mancanegara.85   
Berdasarkan azas otonomi daerah, pemerintah daerah 
diberi wewenang untuk mengelolah dan mengurus 
daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi, kekhasan, 
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.  
Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah: 
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 
mempunyai hak: 
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya;  
b. memilih pimpinan daerah; 
c. mengelola aparatur daerah; 
d. mengelola kekayaan daerah;  
e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya yang berada 
di daerah; 
g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain 
yang sah; dan 
h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
 
Walaupun seharusnya demikian, namun pada  
kenyataannya hingga saat ini belum ada produk peraturan 
daerah Kabupaten Toraja Utara mengenai pelestarian dan 
perlindungan kebudayaan. Menurut keterangan Gerson Pali’, 
S.H. (Kasubag Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kab. 
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Toraja Utara) bahwa belum ada produk hukum dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang khusus 
untuk pelestarian serta perlindungan terhadap budaya, hal ini 
karena mengingat Kabupaten Toraja Utara adalah 
kabupaten yang baru terbentuk, yaitu hasil pemekaran dari 
Kabupaten Tana Toraja86 
Berdasarkan beberapa alasan logis yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka sudah sepatutnya 
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan 
wewenangnya memberi perhatian terhadap kebudayaan 
lokal dengan membuatkan peraturan daerah terhadap 
pelestarian dan perlindungan kebudayaan lokal. 
e. Peningkatan kualitas moral individu.  
Peningkatan kualitas moral individu dilakukan melalui 
lingkungan keluarga, sekolah,  serta lembaga keagamaan. 
Upaya tersebut yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang 
baik kepada keluarga, pelajar dan masyarakat sehingga 
terbentuk moral yang berkualitas, maka dengan sendirinya 
akan tumbuh kesadaran individu untuk tidak melakukan hal 
yang tidak baik, termasuk perjudian.  
Demikianlah beberapa upaya preventif untuk menanggulangi 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau.  
                                                          
86 Gerson Pali’, Wawancara, Kasubag Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kab. 
Toraja Utara, Toraja Utara, 01 April 2013 
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Upaya secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta 
berkesinambungan yang telah dijelaskan diatas merupakan 
kerjasama yang saling menguntungkan (mutualisme), dimana 
pelaksanaan tugas wewenang masing-masing pihak atau 
lembaga secara tidak langsung dapat membantu mewujudkan 
tugas atau misi pihak/lembaga lain. Misalnya penegakan hukum 
oleh Kepolisian Resort Tana Toraja dapat secara tidak langsung 
membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Toraja Utara, 
dimana hal tersebut merupakan cita-cita masyarakat serta 
Pemerintah Daerah Toraja Utara. Demikian sebaliknya, 
perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaan, serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah 
dan masyarakat Toraja Utara dapat meminimalisir terjadinya 
tindak pidana perjudian. Selain itu masih banyak lagi keuntungan 
yang akan lahir dari hubungan kerjasama tersebut.   
Setelah melakukan upaya preventif namun masih terjadi 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau maka upaya selanjutnya 
adalah upaya represif. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Tindakan represif adalah rangkaian tindakan secara konsepsional 
yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan 
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penyerahan penuntut umum untuk dihadapakan kedepan sidang 
pengadilan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 
serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak 
akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. 
Setelah melakukan upaya preventif yang bertahap, dinamis, 
proporsional,  serta terpadu namun masih terjadi perjudian pada 
Tradisi Adu Kerbau, maka aparatur penegak hukum berhak 
melakukan tindakan represif sesuai dengan mekanisme yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Berikut ini adalah upaya represif penanggulangan tindak 
pidana perjudian pada tradisi Tradisi Adu Kerbau (Ma’pasilaga 
Tedong) di Kabupaten Toraja utara: 
a. Kepolisian Resor Tana Toraja melakukan penangkapan, 
penggeledahan, penyitaan, dan penahanan  terhadap pelaku 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau yang secara langsung 
tertangkap tangan, demi untuk kepentingan penyidikan. 
Kewenangan tersebut di atur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang 
menyebutkan bahwa: 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses 
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
berwenang untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
 
b. Kepolisian Resor Tana Toraja melakukan penyelidikan 
terhadap pelaku yang diduga melakukan transaksi taruhan 
secara tersembunyi (seperti transaksi taruhan melalui telepon 
atau  transaksi taruhan di tempat lain sebelum peraduan 
kerbau dimulai). Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 14 
Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 
Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa:  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya; 
 
c. Kepolisian Resor Tana Toraja Melakukan penyidikan terhadap 
pelaku (tersangka) perjudian pada Tradisi Adu Kerbau 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya di 
limpahkan ke pengadilan. Kewenangan tersebut juga diatur 
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dalam pasal 14 Ayat (1) Huruf g (UU.no 2 Tahun 2002) seperti 
yang telah disebutkan diatas. 
d. Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana 
terhadap pelaku (terdakwa) perjudian pada Tradisi Adu 
Kerbau oleh aparat penegak hukum yang berwenang dengan 
berorientasi kepada kepastian, kemanfaatan, serta keadilan 
hukum. 
e. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana) 
perjudian pada Tradisi Adu Kerbau demi untuk memberi efek 
jerah serta membina terpidana tersebut untuk menjadi orang 
















 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
1. Terjadinya tindak pidana perjudian pada Tradisi Ma’pasilaga 
Tedong (Tradisi Adu Kerbau) di Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2011-2012 berdasarkan hasil penelitian penulis 
disebabkan oleh: (a). faktor ekonomi,  (b). kesempatan, (c). 
kesenangan (Hobby), dan (d). salah persepsi terhadap judi 
yang dianggap sebagai budaya.  
2. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada Tradisi 
Ma’pasilaga Tedong di  Kabupaten Toraja Utara selama ini 
hanya sekedar himbauan larangan berjudi  melalui surat izin 
keramaian dari Pihak Kepolisian Resort Tana Toraja Kepada 
pihak penyelenggara Rambu Solo (upacara pemakaman), 
namun tidak ditindak lanjuti.  Melihat kondisi dalam 
masyarakat Toraja, menurut penulis dibutuhkan  penanganan  
preventif secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional 
serta berkesinambungan. Upaya tersebut antara lain; (a). 
Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (b). 
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui 
penyuluhan, (c). Melakukan koordinasi dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Tradisi Ma’pasilaga Tedong (d). 
Perlindungan dan pelestarian kebudayaan lokal melalui 
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peraturan daerah, (e). Peningkatan kualitas moral individu 
melalui lingkungan keluarga, sekolah serta lembaga 
keagamaan. Setelah melakukan upaya preventif, namun 
masih terjadi perjudian pada Tradisi Adu Kerbau maka upaya 
selanjutnya adalah tindakan represif oleh aparat penegak 
hukum, diantaranya; (a). Melakukan penangkapan, 
penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap pelaku 
yang tertangkap tangan (b). Melakukan penyelidikan terhadap 
pelaku yang diduga melakukan transaksi taruhan secara 
tersembunyi, (c). Melakukan penyidikan terhadap pelaku 
(tersangka) perjudian pada Tradisi Adu Kerbau berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup, (d). Melakukan penuntutan serta 
pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa), serta 




1. Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menghadapi persoalan 
hukum (pidana) hendaknya tidak terjebak dalam sikap yang 
bimbang (dilematis), namun senantiasa menegakkan hukum 
berdasarkan pada perundang-undangan dengan tetap 
memperhatikan dan memahami dinamika masyarakat 
diwilayah tersebut. Upaya demikian dapat memberi pedoman 
atau arahan dalam menentukan langkah-langkah yang 
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hendaknya di tempuh oleh Kepolisian Resort Tana Toraja 
demi terwujudnya penegakan hukum yang optimal. 
2. Pemerintah Daerah Toraja Utara hendaknya turut serta 
meminimalisir judi dari sisi non penal berdasarkan tugas 
wewenangnya, yaitu dengan memperbaiki kondisi ekonomi 
masyarakat, serta memberi perlindungan terhadap 
kebudayaan dari kebiasaan atau perbuatan yang 
menyimpang. Upaya tersebut juga merupakan salah satu 
langkah untuk mendorong  terwujudnya tujuan pemerintah 
yaitu masyarakat sejahtera dalam kehidupan yang berakhlak 
budi luhur.   
3. Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Toraja 
untuk membangun kesadaran dalam melaksanakan ritual adat 
(termasuk pada Tradisi Ma’pasilaga Tedong) yang sesuai 
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